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PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Vlenimbang

lengingat

TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu
ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2008;

: 1

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa
Barat; '

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

Negara (Lembaran
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neg
NegaragRepubli%c Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286); ; Undang



7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 N
_ omor 5, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) -

Undang-Undang I_\Iomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan .
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambah.an Lembaran Negare}
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 'Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggo.ta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentapg Pengelqlaan Keuangan
II;Z?;;I ailay;rgz Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan............



18.

19.

20.

21

22.

23.

24,

23

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tal;un 2005 tent i

_ . ang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesja Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 76);

Peratur?m Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

28.

Pemerintahan ~ Daerah  Kepada  Pemerintah, Laporan  Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); '

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Ipdonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

30. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan,

dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

31. Peraturan. ..........



31. Peraturan Daerah Nomor llTahun

: 2008 tentang An
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 € Anggaran Pendapatan dan

32. Pera@@ Daerah Nomor 2 Tahup 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang;

33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas

11;01(0:}1 Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
aerah;

34. Peraturan Da_erah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok Organisasi Dinas Daerah;

35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas

Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Satuan Polisi Pamong Praja; ‘

36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas
Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

3

37. Peraturan Daerash Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

38. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan -
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam 'Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

lenetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008.
Pasal 1

Uggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula beljumlah
P'418.484.605.000,- bertambah sejumlah Rp.45.201.603.000,- sehingga menjadi

p"’f63.(‘586.208.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan.
2. Semuly Rp.  351.486.934.000,-
b. Bertampap Rp. 3.762.884.000.-

Tumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 355.249.818.000;-

2. Belanja ............



Janja *
2. Belt il | Rp.  416.824.605.000,-

b Bertambah - Rp. _ 44.413.603.000.-
" jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.  461.238.208.000,-
surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. (105.988.390.000,-)
Pemblayaan :
" 5 Penerimaan
1) Semula Rp.  106.834.520.000,-
2) Bertambah Rp. 1.601.870.000.-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 108.436.390.000,-
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 1.660.000.000,-
2) Bertambah Rp. 788.000.000.-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.448.000.000.-
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 105.988.390.000.-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0
Pasal 2

denjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran
deraturan ini, : '

Pasal 3

ampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ni,

Pasal 4
eraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya
alam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Oktober 2008
WALIKOTA MAGELANG
FAHRIYANTO
:(‘;Ildangkan di Magelang
#anggal 21 Oktober 2008

E
Rty DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 29



